Bupati Bombana Bahas Rencana
Pinjaman Daerah Bersama Bank
Sultra

Kendari, sultranet.com - Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., membahas
tindak lanjut rencana Pinjaman Daerah bersama jajaran Bank Sultra. Pertemuan
tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan pembiayaan pembangunan
daerah, termasuk pembahasan mengenai besaran suku bunga dan kemampuan
keuangan daerah, di Kantor Pusat Bank Sultra, Kendari, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan Pemerintah
Kabupaten Bombana bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Bombana mengenai rencana Pinjaman Daerah.

Dalam pertemuan itu, Bupati Burhanuddin hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten
Bombana Iskandar, S.P., serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana terkait.
Mereka berdiskusi dengan pihak Bank Sultra untuk membahas sejumlah aspek
yang perlu dipersiapkan sebelum rencana pinjaman memasuki tahapan
berikutnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah
besaran suku bunga. Pembahasan mengenai suku bunga menjadi bagian penting
dalam menghitung kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban
pembiayaan apabila rencana Pinjaman Daerah direalisasikan.

Selain suku bunga, Pemerintah Kabupaten Bombana juga perlu memastikan
rencana pembiayaan tersebut sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Pertimbangan tersebut diperlukan agar pembiayaan yang direncanakan tetap
dapat dikelola secara terukur dan tidak mengganggu keberlanjutan keuangan
daerah.

Bupati Burhanuddin menegaskan, rencana Pinjaman Daerah tidak dapat
dilakukan tanpa persiapan yang matang. Setiap tahapan harus
mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan mengikuti ketentuan yang
berlaku.
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“Rencana Pinjaman Daerah ini harus dipersiapkan dengan matang dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami ingin memastikan
bahwa seluruh prosesnya berjalan transparan, akuntabel, serta tidak membebani
kemampuan keuangan daerah,” ujar Bupati Bombana.

Menurut Burhanuddin, kehati-hatian menjadi hal penting dalam setiap rencana
pembiayaan daerah. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat
kemampuan keuangan sebelum mengambil keputusan terkait pinjaman.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa rencana Pinjaman Daerah
tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dalam jangka pendek,
tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam
memenuhi kewajiban pada masa mendatang.

Pembahasan bersama Bank Sultra menjadi salah satu bagian dari proses tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bombana memperoleh ruang untuk membahas aspek
pembiayaan secara langsung dengan pihak perbankan sebelum menentukan
langkah selanjutnya.

Rencana Pinjaman Daerah juga telah menjadi bagian dari pembahasan antara
Pemerintah Kabupaten Bombana dan DPRD Kabupaten Bombana. Keterlibatan
DPRD menjadi bagian dari proses pembahasan kebijakan pembiayaan daerah
sesuai dengan mekanisme pemerintahan daerah.

Dalam pertemuan bersama Bank Sultra, pemerintah daerah dan pihak perbankan
membahas aspek yang berkaitan dengan rencana pinjaman. Pembahasan tersebut
diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai skema pembiayaan yang
dapat dipertimbangkan pemerintah daerah.

Besaran suku bunga menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan
karena akan berkaitan dengan beban pembiayaan daerah. Semakin jelas
parameter pembiayaan yang dibahas sejak awal, semakin mudah bagi pemerintah
daerah melakukan perhitungan terhadap kemampuan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga perlu memastikan rencana pinjaman
memiliki dasar perencanaan yang jelas. Pemanfaatan dana nantinya harus
diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan yang telah menjadi bagian
dari perencanaan daerah.



Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa rencana Pinjaman Daerah harus
ditempatkan dalam kerangka pembangunan daerah. Artinya, pembiayaan tidak
hanya dilihat dari kemampuan memperoleh dana, tetapi juga dari tujuan
penggunaannya serta kemampuan daerah dalam mengelola kewajiban yang
timbul.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian pemerintah daerah
dalam proses tersebut. Setiap tahapan perlu disiapkan dan dilaksanakan sesuai
dengan aturan agar kebijakan pembiayaan memiliki dasar yang jelas.

Transparansi juga diperlukan agar proses perencanaan dan penggunaan
pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah perlu memastikan
setiap keputusan memiliki pertimbangan yang terukur dan dapat dijelaskan
kepada masyarakat maupun lembaga terkait.

Sementara itu, aspek kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu
pertimbangan utama dalam pembahasan. Pinjaman merupakan kewajiban yang
harus dikelola dalam jangka waktu tertentu sehingga pemerintah daerah perlu
memastikan kemampuan membayar tetap terjaga.

Karena itu, rencana Pinjaman Daerah tidak hanya membutuhkan pembahasan
mengenai nilai pembiayaan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan berbagai
komponen yang berkaitan dengan biaya pinjaman dan kemampuan fiskal daerah.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana
untuk mematangkan rencana sebelum proses pinjaman dilanjutkan. Pemerintah
tidak ingin mengambil keputusan tanpa perhitungan yang memadai.

Bupati Burhanuddin juga menekankan bahwa seluruh proses harus mengikuti
ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mencakup tahapan perencanaan,
pembahasan, pengajuan hingga pelaksanaan apabila rencana Pinjaman Daerah
nantinya disetujui dan dapat direalisasikan.

Dalam konteks pembangunan daerah, rencana pembiayaan tersebut diarahkan
untuk mendukung kebutuhan pembangunan Kabupaten Bombana. Namun,
pemanfaatannya tetap harus disesuaikan dengan perencanaan pembangunan
yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana perlu memastikan bahwa setiap pembiayaan



memiliki manfaat yang jelas bagi pembangunan. Dengan demikian, dana yang
diperoleh melalui skema pinjaman dapat diarahkan pada kebutuhan yang menjadi
prioritas daerah.

Kemampuan fiskal tetap menjadi batas penting dalam proses tersebut.
Pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan
pembangunan dengan kemampuan anggaran agar pembiayaan tidak
menimbulkan tekanan terhadap keuangan daerah.

Pertemuan dengan Bank Sultra juga menunjukkan bahwa proses pembahasan
masih berada pada tahap persiapan dan pendalaman. Sejumlah aspek masih perlu
dibahas sebelum rencana Pinjaman Daerah dapat dilanjutkan ke tahapan
berikutnya.

Pembahasan mengenai suku bunga menjadi salah satu bagian dari proses untuk
memperoleh gambaran mengenai konsekuensi pembiayaan. Informasi tersebut
dibutuhkan pemerintah daerah untuk melakukan perhitungan secara lebih rinci.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD dan pihak perbankan
menjadi penting agar rencana pembiayaan memiliki pemahaman yang sama di
antara pihak-pihak yang terlibat. Koordinasi juga diperlukan untuk memastikan
setiap tahapan berjalan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan masing-
masing.

Rencana Pinjaman Daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat yang
sejalan dengan kebutuhan pembangunan Bombana. Pemerintah daerah perlu
memastikan pembiayaan yang direncanakan tidak hanya menjawab kebutuhan
saat ini, tetapi juga tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah pada
masa mendatang.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian akan menjadi
bagian dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten Bombana akan
mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan lebih lanjut
mengenai rencana pinjaman.

Dengan adanya pembahasan bersama Bank Sultra, pemerintah daerah memiliki
ruang untuk memperdalam berbagai aspek pembiayaan yang diperlukan. Hasil
pembahasan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan dalam mempersiapkan
tahapan rencana Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pemerintah Kabupaten Bombana juga memastikan bahwa rencana tersebut tetap
ditempatkan dalam kerangka pembangunan daerah. Penggunaan pembiayaan
nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan
daerah dalam mengelola kewajiban keuangan.

Pertemuan di Kantor Pusat Bank Sultra menjadi salah satu langkah dalam
mematangkan rencana tersebut. Pemerintah Kabupaten Bombana masih perlu
melalui tahapan pembahasan dan persiapan sebelum rencana Pinjaman Daerah
dapat dilanjutkan.

Dengan memperhatikan suku bunga, kemampuan fiskal, transparansi,
akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan, pemerintah daerah berupaya
memastikan rencana pembiayaan dapat dikelola secara bertanggung jawab.

Rencana Pinjaman Daerah tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan
pembangunan Kabupaten Bombana tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian
dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah akan terus melakukan
pembahasan dan koordinasi dengan pihak terkait sebelum menentukan langkah
selanjutnya.



